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I. PENDAHULUAN
Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.
 
Pada awalnya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, di samping itu juga untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dari perceraian. Akan tetapi dalam perkembangannya sejalan dengan perkembangan masyarakat, kemudian tujuan pengangkatan anak telah berubah untuk kepentingan bagi anak.

Menurut Pasal 171 Kompilaasi Hukum Islam (KHI):  
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 
“Orang tua angkat adalah laki-laki dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku”.
 Sedangkan definisi orang tua angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 Ayat (4): 

“Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi menurut Surojo Wignjodipuro, pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
 
Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
 Eksistensi pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum yang masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama ketentuan hukum kewarisannya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi dalam sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik menurut Staatsblad 1917 No.129 maupun hukum Islam yang masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang prosedur pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, dan kewarisan anak angkat menurut Hukum Islam dan Staatsblad 1917 No.129. 
Jadi dari pokok permasalahan yang diangkat maka dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut, yakni; 1) bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan menurut Hukum Islam; 2) bagaimana kedudukan anak angkat ditinjau dari Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam; dan 3) apakah perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan menurut Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengangkatan anak menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam; untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum anak angkat menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam; dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan menurut Hukum Islam. Manfaat Penilitian diantaranya secara teoritis dari hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak khususnya dalam hukum keluarga. Secara praktis penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi hukum untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional.
Maka dari pokok permasalahan diatas digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.
 Untuk menunjang hasil yang maksimal maka digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach); Pendekatan Konsep (Conceptual Approach); dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
II. PEMBAHASAN
Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Dan Menurut Hukum Islam

1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad Tahun 1917 No. 129

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi golongan timur asing turunan Tionghoa. Maka pengaturan tentang pengangkatan anak diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 15 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang diperuntukkan bagi golongan timur asing turunan Tionghoa yang berisi sebagai berikut:
 

Ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staadsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai Pasal 15 antara lain:
1. Suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan. Orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya;
2. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiyat; (Pasal 5 )
3. Yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status diangkat oleh orang lain. (Pasal 6)
4. Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri; (Pasal 7 ayat 1)
5. Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat;
6. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris; (Pasal 10)
7. Pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum (Pasal 15 ayat 2). Di samping itu, adopsi atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan. 

8. Suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak (pasal 15 ayat 1), Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dapat dibatalkan dengan sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan.
9. Secara yuridis formal, motif tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, secara kultural motif pengangkatan anak dalam sistem adat Tionghoa agar dapat meneruskan keturunan, agar dapat menerima abu leluhur, dan sebagai pancingan agar dapat memperoleh keturunan laki-laki.
10. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain:
      Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya. Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal: 
(a) Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;

(b) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;
(c) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;

(d) Mengenai pembuktian dengan saksi;

(e) Mengenai saksi alam pembuatan bukti autentik.  
Jika kita memahami isi dari ketentuan pada staatsblad 1917 Nomor 129 berangkat dari suatu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dari mereka dikemudian hari, dan disamping itu pula yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara keturunan leluhur orang tuanya, bukan perempuan. Akan teptapi berdasarkan yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei Tahun 1963, Mahkamah Agung menganggap sah pula adopsi anak perempuan. “Adopsi menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 ini cukup dilakukan hanya dengan Akte Notaris saja”.
 

2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan dalam  Pasal 171 Huruf (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Di dalam hukum islam konsep pengangkatan anak tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung ( nasab ) Dalam Islam istilah pengangkatan anak.

Pengangkatan anak serta merta timbul dari kebiasaan masyarakat Arab, sehingga dibuat pengaturan tentang pengangkatan anak. Sedangkan dalam hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan anak dengan pengertian menjadikan sebagai anak kandung di dalam segala hal tidak dibenarkan.
 Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.  Hal tersebut jika kita lebih jauh tinjau merujuk pada Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang artinya:

“…dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) . yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja, dan allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.” 

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, maka (panggilah) mereka sebagai saudara-saudara mu seagama dan maula-maula mu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Agama Islam mendorong setiap orang muslim untuk senantiasa memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin harta-benda, terlantar dan lain-lain, namun dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya haruslah tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak anak itu dengan orang tua kandungnya. 

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “ tabanny ” yang artinya mengambil anak angkat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya ( Harisah ) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. 

Nabi Muhammad SAW, mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata : “ saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya “. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. 

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5. Ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur’an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dapat kita ambil cerminan bahwa konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung ( nasab ). Prosedur pengangkatan anak pada saat itupun hanya sekedar ucapan lisan. 
3. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 
Prosedur pengangkatan anak di atur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak , Bab II mengenai Persyaratan Calon Anak Angkat dan Calon Orang Tua Angkat sebagaimana berikut: 

a) Syarat-syarat Umum
1) Persyaratan Calon Anak Angkat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu dalam: 

Pasal 4: 
Syarat material anak yang akan diangkat, meliputi :

1)  Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

2)  Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

4)  Memerlukan perlindungan Khusus
Pasal 5:

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

1) Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;

2)  Copy kartu keluarga orang tua CAA; dan

3)  Kutipan akta kelahiran CAA.
Pasal 6: 

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;

2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;

3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

2) Persyaratan Bagi Calon Orang Tua Angkat

Syarat-syarat calon orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak di atur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang berbunyi:

1) Sehat jasmani dan rohani

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

3) Beragama sama dengan calon anak angkat

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan

5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun

6) Tidak merupakan pasangan yang sejenis

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak saja

8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak

10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

13) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi

b) Syarat-Syarat Khusus Pengangkatan Anak
Selanjutnya mengenai kelengkapan dari apa yang menjadi prosedur dan persyaratan pengangkatan anak akan di tinjau dan di koreksi lebih lanjut oleh Pekerja Sosial Propinsi/kab/kota dengan pihak yang akan melakukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermaterai yang kemudian akan di lanjutkan untuk mendapat rekomendasi untuk proses lebih lanjut ke propinsi hingga sampai pada proses Penetapan Pengadilan. Hal tersebut sebagai mana telah tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, sebagai berikut: 
Pengangkatan anak dilaksanakan dengan tata cara :

a) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21;

b) Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;

c) permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;

d) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;

e) Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan; setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
f)    Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Jika terdapat ketidaksesuaian terhadap beberapa persyaratan pengangkatan anak, pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Menteri Sosial. Permohonan dispensasi diajukan oleh calon orang tua angkat kepada Menteri Sosial melaui Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota sebelum dibawa ke dalam sidang.

Kedudukan Anak Angkat Menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Dan Hukum Islam. 

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129

Akibat hukum adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus. Sehingga harus dicatatkan pada catatan sipil atau perubahan akta kelahiran anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. maka hal ini berakibat juga pada hukum waris yaitu Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya. Staatblad 1917 Nomor 129 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:
“Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
“Anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi”.
Akibat anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Akibat lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orang tua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekuensi lebih lanjut. 

Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, djadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatana anak tersebut terputus segala hubungan perdata yang awalnya berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Jadi pengertian anak angkat di dalam Undang – Undang tersebut yakni Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 adalah anak yang haknya dialihkan dari asuhan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam asuhan lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan sebelumnya.
 
2. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam 
Hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, dimana pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak memutuskan hubungan nasab antara si anak yang akan diangkat dengan orang tua kandungnya. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan orang-orang yang tunduk pada hukum islam tidak terjamin hak-hak sipilnya dalam melakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam. 
Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) sebagai landasan fatwanya tentang tabanny, mengemukakan sebagai berikut:

“ untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah tabanny perlu dipahami bahwa tabanny itu ada dua bentuk, salah satu di antaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka member kasih sayang,, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya “.

Jadi, Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain. hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan pengangkatan anak tersebut dihadapan Pengadilan Agama, yaitu: 
 

1. Anak angkat tidak bisa menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam ayat 5 surat al-ahzab

2. Antara anak angkat dengan ayah angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak memiliki hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram hukum islam 
3. Diantara mereka tidak saling mewarisi. 
Hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga ) dari harta yang ada, wasiat itu wajib ( berdasarkan Surat AL Baqoroh Ayat 180 dan Surat AL Maa’idah Ayat 106 ).
 
Persamaan Dan Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Dan Menurut Hukum Islam.

1. Persamaan Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Dan Menurut Hukum Islam 
Adanya persamaan mengenai dua aturan di atas yang mengatur mengenai pengangkatan anak yakni persamaan mengenai kewarisan bagi si anak angkat. Persamaan tersebut, yakni hak waris anak angkat menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan menurut Hukum Islam adalah anak angkat memperoleh bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang sebelumnya di jelaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12, yaitu: 

“Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi” dan “Anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi”.
Akibatnya, anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Sedangkan Hukum Islam dalam suatu hadis yang bebunyi:
 

Hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga ) dari harta yang ada, wasiat itu wajib ( berdasarkan Surat AL Baqoroh Ayat 180 dan Surat AL Maa’idah Ayat 106 ).
2. Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Dan Menurut Hukum Islam 
a) Ditinjau Dari Tujuan Pengangkatan Anak 

Pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa sesungguhnya bagi golongan tionghoa yang tunduk pada aturan ini mengutamakan bahwa keturan anak laki-laki lah yang wajib meneruskan garis keturunan sebuah keluarga. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam sebuah pernyataan berikut: 

tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki. Jadi, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung setelah terjadi pengangkatan anak adalah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sedangkan tujuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam tujuan pengangkatan anak adalah hanya pada sebatas pemeliharaan, perawatan dan mendidik demi terpenuhinya hak-hak si anak. Seperti beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh kalangan Majelis Ulama Indonesia, yang berbunyi: 

MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, ja ngan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya. MUI mengharapkan supaya adopsi dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri. Ini adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh.
 

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”
b) Ditinjau Dari Batas Umur Pengangkatan Anak

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin ( single parent adoption), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda ( posthumus adoption ).

Artinya bawha, di dalam hukum islam tidak diatur secara terperinci mengenai batasan-batasan umur baik dari sisi anak maupun calon orang tua angkat. Hukum islam hanya memperbolehkan antara anak dengan calon orang tua angkatnya haruslah seagama, yakni Islam. Sedangkan menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dalam Pasal 6 yang berbunyi: 

“Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat orang lain. Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit 15 (lima belas) tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang melakukan adopsi, dan apabila adopsi terhadap seorang keluarga sah, atau luar perkawinan, maka orang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama delam keturuanan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran”.
Jadi jelas sudah bahwa dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 sudah mengatur mengenai batas umur baik anak yang akan diangkat maupun orang tua angkatnya.
c) Ditinjau Dari Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Dalam Staatsblad 1917 nomor 129 memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Seperti yang termuat dalam Staatblad 1917 Nomor 129 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:
“Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
“Anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi”.
Sedangkan menurut Hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. “Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya”.

III. PENUTUP

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah dan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: Pertama Prosedur pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan menurut Hukum Islam: a) Staatsblad Nomor 129 Tahun1817 menjadi ketentuan tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa. Prosedur pengangkatan anak diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917; b) menurut Hukum Islam, pengangkatan anak (adopsi) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: 1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak dilakukan dihadapan masyarakat dengan ucapan lisan saja, sedangkan untuk pengangkatan anak menurut hukum Islam modern dikembalikan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak; 2) anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 
Kedua, Kedudukan anak angkat menurut staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: a) dalam Staatsblad 1917 nomor 129 memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab; b) Staatsblad 1917 nomor 129 akibat hukum atas anak yang diangkat akan mendapatkan nama akhir dari bapak angkatnya dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (bin/binti : ayah angkatnya). Sedangkan Hukum Islam bahwa si anak akan tetap menggunakan nama dari ayah kandungya (bin/binti : ayah kandungnya); b) Staatsblad 1917 nomor 129 boleh diadakan pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Menurut Hukum Islam diantara mereka tidak diperbolehkan saling Mewaris. Ketiga, Persamaan pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 nomor 129 dan menurut Hukum Islam adalah anak angkat memperoleh bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun menurut hukum islam anak angkat hanya memperoleh warisan wajibah yakni 1/3 bagian. Sedangkat perbedaannya yakni dari tujuan pengangkatan anak, batas umur pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang menurut Staatsblad 1917 nomor 129 dan menurut Hukum Islam memiliki kesimpulan berbeda-beda

Saran. 
Disarankan kepada pembentuk undang-undang agar segera mewujudkan undang-undang terkait dengan pengangkatan anak yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa membedakan mana ketentuan yang terkandung dalam staatsblad 1917 Nomor 129 dan Kompilasi Hukum Islam, yang dimana mayoritas penduduk Indonesia merupakan orang islam. Sehingga nantinya tidak ada kesalah pahaman di kalangan masyarakat pengenai pengangkatan anak serta akibat hukum pengangkatan anak dari kedua peraturan tersebut. 
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